
 

 

 

 

 

BUPATI MUARA ENIM 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  

NOMOR  19  TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 39 TAHUN 2016 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  MUARA ENIM, 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

910/106/SJ Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta 

Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah 

Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh 

Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, angka 5 huruf c penyesuaian alokasi Dana Bantuan 

Operasional Sekolah dilakukan dengan terlebih dahulu 

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 

ditampung dalam Perda tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah;     

 

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor        

109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 pada butir V Hal-hal Khusus Lainnya, 

dijelaskan bahwa pemerintah daerah agar melakukan 

penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 untuk menganggarkan urusan pemerintahan 

konkuren dan dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan 

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, 

Gubernur, Bupati, atau Walikota  melakukan perubahan atas 

peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dan 

diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya 

ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2017;  

 

 

SALINAN 
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 c.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf (c) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, hibah 

dapat diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat 

nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa 

kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat 

dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau 

penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan 

kerja perangkat daerah terkait sesuai kewenangannya; 

 

 d.  bahwa dalam pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun               

Anggaran 2017 terdapat Perangkat Daerah yang mengusulkan 

untuk dilakukan pergeseran antar Objek Belanja dan Rincian 

Objek Belanja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 

Bupati Muara Enim Nomor 39  Tahun 2016 tentang Penjabaran 

APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017; 

 

 e.   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (4) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar objek belanja 

dan rincian objek belanja dilakukan dengan cara mengubah 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, 

untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

 

 f.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, b, c, d dan e di atas perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017. 
 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114); 
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18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

Milik Pemerintah Daerah; 

 

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  

Tahun  Anggaran 2017 ; 

 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang  

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

32 Tahun 2011 tentang  Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 beserta perubahannya; 

 

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi 

Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada 

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;  

 

24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana 

Tambahan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014; 

 

25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ Tahun 

2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan 

Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang 

Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara 

Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 

Nomor 7) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 

Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten 

Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);  

 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor  11  Tahun 

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 - 2018 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 11); 

 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 

2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015   

Nomor 10); 

 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 

2); 

 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim 

Tahun 2016 Nomor 4).   

 

MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 39 TAHUN 2016 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun 2016 

(Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 39) tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai 

berikut :  
 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a poin 1), huruf b poin 2) dan 3), angka 3 

huruf b diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :  
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Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, terdiri dari : 

1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 240.361.210.649,65 

b. Dana Perimbangan Rp. 1.846.122.482.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 230.967.623.900,00 

 Jumlah Pendapatan Rp. 2.317.451.316.549,65 

2. Belanja :  

a. Belanja Tidak Langsung   

1) Belanja Pegawai Rp. 790.905.616.470,62 

2) Belanja Bunga Rp. 6.000.000.000,00 

3) Belanja Subsidi Rp. 3.660.983.000,00 

4) Belanja Hibah Rp. 61.219.469.000,00 

5) Belanja Bantuan Keuangan  Kepada Provinsi/ 

   Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa  

   Dan Partai Politik Rp. 356.290.435.270,13 

6) Belanja Tidak Terduga Rp. 20.000.000.000,00 

  Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.  1.238.076.503.740,75 
 

b. Belanja Langsung  

1) Belanja Pegawai  Rp. 10.324.820.300,00 

2) Belanja Barang Jasa Rp. 514.903.406.057,50 

3) Belanja Modal Rp. 480.002.597.893,93 

 Jumlah Belanja Langsung Rp. 1.005.230.824.251,43 

 Jumlah Belanja Rp. 2.243.307.327.992,18 

 Surplus/(Defisit) Rp. 74.143.988.557,47 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 33.680.583.159,86 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 107.824.571.717,33 

 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp.  (74.143.988.557,47) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan Rp. 0,0 

2. Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati 

ini. 
 

3. Lampiran II meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas 

Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 

Dinas Ketahanan Pangan, dan Kecamatan Rambang diubah, sebagaimana 

tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. 
 

4. Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan 

Bupati ini. 

 
 

 



8 

 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati  ini  dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.                                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 39 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Mengetahui  
Kepala Bagian Hukum Setda 

 
(cap/ttd) 

M. Zulfachri Andri,SH,.MH 

0 

Ditetapkan   di  Muara Enim 

pada tanggal  3 Mei 20177 Februari 

2017 

BUPATI MUARA ENIM, 

(Cap/ttd) 

MUZAKIR SAI SOHAR 

Diundangkan  di   Muara   Enim 

pada tanggal   27  Februari 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MUARA ENIM, 

(Cap/ttd) 

HASANUDIN 

 


